BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

No.48, 2013 KEMENTERIAN  KEUANGAN. Pemeriksaan.
Permulaan. Tindak Pidana Perpajakan. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/PMK.03/2013
TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Bukti

a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan

Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan
telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 202/PMK.03/2007 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di
Bidang Perpajakan;

. bahwa ketentuan mengenai tata cara penyegelan

dalam rangka pemeriksaan pajak telah diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
198/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penyegelan
Dalam Rangka Pemeriksaan di Bidang Perpajakan;

bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, perlu
dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai
tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana
di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud pada
hurufa dan tata cara penyegelan sebagaimana
dimaksud pada huruf b;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan dan huruf c,
serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43A ayat
(4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 serta
Pasal 7 ayat (5) dan Pasal 60 ayat (6) Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti
Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan
Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI
BIDANG PERPAJAKAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang
selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
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Bukti Permulaan adalah keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa
keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk
adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu
tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja
yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif
dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan
untuk mendapatkan Bukti Permulaan tentang adanya dugaan telah
terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

Penyegelan adalah tindakan menempatkan tanda segel pada tempat
atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak
yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau
alat untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen, termasuk data
yang dikelola secara elektronik dan benda-benda lain.

Bahan Bukti adalah benda berupa buku, catatan, dokumen,
keterangan dan/atau benda lainnya, termasuk hasil pengolahan data
dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program
aplikasi on-line, yang menjadi dasar, sarana, dan/atau hasil
pembukuan, pencatatan, atau pembuatan dokumen termasuk
dokumen perpajakan yang berhubungan langsung maupun tidak
langsung dengan usaha atau pekerjaan Wajib Pajak atau orang lain
yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah laporan yang disusun
oleh pemeriksa Bukti Permulaan yang berisi pengungkapan ada atau
tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan dan
merupakan bukti bahwa Wajib Pajak telah dilakukan Pemeriksaan
Bukti Permulaan.

Kertas Kerja Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah media yang
digunakan pemeriksa Bukti Permulaan untuk mendokumentasikan
seluruh Bahan Bukti yang dikumpulkan dan simpulan yang dibuat
oleh pemeriksa Bukti Permulaan.

Laporan Kejadian adalah laporan yang memuat informasi mengenai
terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.
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BAB I
RUANG LINGKUP DAN JENIS PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
Pasal 2

Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan Pemeriksaan Bukti
Permulaan sebelum dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang
perpajakan berdasarkan hasil pengembangan dan analisis informasi,
data, laporan, dan pengaduan.

Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keterangan
baik yang disampaikan secara lisan maupun tertulis yang dapat
dikembangkan dan dianalisis untuk mengetahui ada tidaknya Bukti
Permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan angka,
huruf, kata, atau citra yang bentuknya dapat berupa surat, dokumen,
buku atau catatan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan
elektronik, yang dapat dikembangkan dan dianalisis untuk
mengetahui ada tidaknya Bukti Permulaan tindak pidana di bidang
perpajakan, yang menjadi dasar pelaporan yang belum dianalisis.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberitahuan
yang disampaikan oleh orang atau institusi karena hak atau
kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang
berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya
tindak pidana di bidang perpajakan.

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pemberitahuan mengenai dugaan tindak pidana di bidang perpajakan
oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang.

Pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan pengaduan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui
kegiatan intelijen atau pengamatan.

Dalam hal pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan
pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan Masa
Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak yang telah diterbitkan
surat ketetapan pajak, hasil pengembangan dan analisis tersebut
ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang KUP.

Pasal 3

Ruang lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan ditentukan berdasarkan
hasil pengembangan dan analisis informasi, data, laporan, dan
pengaduan.

Ruang lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
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a. dugaan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan dan modus
operandinya;

b. jenis pajak; dan
c. Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Dalam hal pada saat dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan
ditemukan data lain di luar hasil pengembangan dan analisis
informasi, data, laporan, dan pengaduan, ruang lingkup Pemeriksaan
Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diperluas.

Perluasan ruang lingkup Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan:

a. tanpa melakukan pengembangan dan analisis informasi, data,
laporan, dan pengaduan, dalam hal data lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terkait dengan ruang lingkup Pemeriksaan
Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan
huruf b; atau

b. dengan melakukan pengembangan dan analisis informasi, data,
laporan, dan pengaduan, dalam hal data lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) terkait dengan ruang lingkup Pemeriksaan
Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Pasal 4
Pemeriksaan Bukti Permulaan dapat dilakukan:
a. secara terbuka; atau
b. secara tertutup.

Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis
kepada Wajib Pajak.

Pemeriksaan Bukti Permulaan secara tertutup sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dilakukan tanpa pemberitahuan kepada Wajib
Pajak.

Pemeriksaan Bukti Permulaan harus dilakukan secara terbuka dalam
hal Pemeriksaan Bukti Permulaan tersebut terkait dengan:

a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17B Undang-Undang KUP;
atau

b. tindak lanjut dari Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan yang terdapat indikasi tindak
pidana di bidang perpajakan.
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